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PEMBAHASAN RKUKAP

Ieadilan Restoratif Diusulkan Tidak Berlaku bagi Kejahatan Luar Biasa

JAKARTR, KOPAS = Mekanisme
beadilan. restoratil diusulkan
agar ik dberkkan hag se-
it findek hejabatan Penyele-
sain masalah pikna. dengan
mediast antaza pelaky den kor-
ban itu sebaiknya tidak diberky-
buan g basus-hasus ejae
iatan ar hiasa, sepertt Korup-
sl lerorisme, dan pelanggaran
HAM bera,

Usulan itu disampaiken Ke-
{ug Komisi Nasional (Koms)
AN Anis icwah dilom tapat
tengar pendupal Komisi 111
DPR- membahas sl Kitah
Undang-undang Hukum Acare
Pidana  (KUHAF), ~ Senin
(229205, “Tinddk pidena
yung dieeuallkan dar headilan
retonatit adalah extraondinary
erime, termastk bejahalan be-
rat pidkana i atas finua tahun,
ujar Anis i ruang rapat Komis
LT DPR, Jokarta

Rapat yang digelar untuk me-
Minta Mastkan terkait penyu-
sunan Rancangan Kitab Un-
dang-undng Hukum Acara Pi-
(g (REUHAD) 1y juge -
i Watkil Menteri HAM Mu-
givanto,

Komnas HAM menganggap
penvelesaban misalah pidina
dengan mediasl antara pelak
. orban ini tidak bisa dite-
rapkan unfuk Kefahatan hoar
biasa extruondnary erime). K-
susekasts inf di antaranya pe-

anggaran 1AM berat, teroris-
e, an korupsi

A menjelaskan, pengecus-
[ terhadap penerapan keadil-
an restoratif untuk kasus HAM
berat perhy diperhatihan, Kom-
15 HAM khawatir penggunzian
eadilan restoratif justru akan
enbertkan impunicas hagd pi-
ik yang diduga terlibat
peristiva pelanggian HAM,

“Harena terkail dengan pe-
amggaran HAN beral itu sam
stk tidak mengenal restore-
fie Justice, Untuk apa? Untuk
memastikan tidak ada impuni-
les dalam asus vang diduga
peristiva pelanggaran HAM bi-
Tal,” futumya,

Cegah risiko transaksional

Komnas HAM Jug mendo-
rong RKUHAP vang dibentuk
ini- memberikan atuen main
fang ketal bagl penerapan be-
afilan restoratf, Anis berujar,
ejelasan sturan tersebut bisa
mencegah penyalaguman k-
reta pemberian keadilan tosto-
ralll berisko menjadi transake
sionl

Menurut Anis, keadlan res-
toratif nemang menjadi saleh
silu terobosan hukum untuk
metyelesakan  penmasalihan
Limpa perl ade hukuman pid-
pia, Namun, i sie i, ada celah
Yuung blsa ipergunaken sehing-
gameninhulkan masalah di ke

—
Karena terkait

dengan pelanggaran
HAM berat itu sama

sekall idak mengenal
"restorative justice”,

fins Hoavan

mudian harl

Ok karema itu, aturan ketat
perlu diterapkan dengan mem-
pertimbingkan ass-285 ung
menjadi - indikator  terhaday
iyt Kesdiban restoraif terse:
bt Hal i, Tamjut Ans, Juga
lentu tetap mempertimbung:
kan posisi wargn negars agir
tidak diruglkan dalam proses
penegakan hukum.

Anggota Konisi 111 DPR dari
Praksi PDI Perjuangan. | Wayan
Sudirta, sependapat bahwa ma-
sl s rng penvalaligungan
dalam helentusn Keadllan res-
foratifdi RKUHAP saatini, Per
s keentuan yang ketat dan
terukur delam penerapan ke-
il restorati sehinggs dapat
iethingkal headilan bagh se-
mu pihak Oleh karena ity
penyenpurzan— pasal-pasi
yang berkailan dengan keadln
restoratif dapat segera die

muskan kembal, baik oleh Ko-
misi L1EDPR maupun pemerin-
tah,

Sebeb, berkaca darl penga-
leman negara-neira i hagian
Eropi Baat vang telah berhasil
menjalankan headiban restoratif
i, bukan makah membuat
penjaa pennlh, tefapi Justry
menjad hosung, Hal ini. meny-
rut- Waan Sudirta, perlu di
contoh, terutama misalah he-
Iehihan jumiah thanan di -
pis-lapas hingga masaloh me-
numpunya perkara i Mabks-
hah Agung,

Jaring masukan publik

Wakl Ketua Komisi 11 DR
Dede Indrs Permana Soediro
hetgatakan, sehimi masa -
thang Agustus-Seplember 2025,
et 11T Pakan menjaring
wpirsi sehanvak-banyaknya
durf masyarakal lentang REU-
HAR Penyorapan aspirasi juga
(il sat hunungan ang-
gota Komisi 11 DPR ke se-
junlah daerlh [a memastika
penyusunan RRUHAP lak akan
dilakukan secara terhuru:hury
sehingga mengebalkan aspirasi
pihak-pihak tertentu

"Prinsipnya kita lidak terbu-
-bury dan menghindar ada-
nya pihik-pihak yang terahai-
Fan dakam penvusunan KUHAP
ind” Kt Dide,

Scjauth ini, masih ada 22 cle

e niasyarakat vang mengajl-
ian diri untuk menyampuikan
masikan tentang phahasan
REUHAR Komisi 11 DR shan
Derupaya semaksimal munglin
agar seluruh elemen masyare-
Kt bis hadir di ruang rapal.
Apalagi semu raksi partal po-
[tk df Komisi [1l DPR sudah
sepakat untuk fokus menyerap
aspirasi soal REUHAP dari ma
syl luas tersebut,

Sementara herdasarkan ran-
cangan Jadvwal Rapat Parpurma
PR Masa Sidang [ Tabun
2025026 PR akan mema:
s s reses pads 3 Okto-
ier-3. Nosenher- 2025 Masa
sidang selanjutnya akan dimu-
L4 November 2025,

K- akan - meneruskan
pembuhasin KUHAP - secara
fransgaran, partispatf, cormat,
profesional, dan terbuka agar
mewyudkan KUHAP yang be-
nar-henar. herkualitas” kata
Dede.

Dengan: menerima berbagal
astkan it penvusunan
RKUHAP diboripkan dapal
Deristkan nilai-mlai hak asasi
mantsia vang berlaku secarn
unfversel dan wal dimple-
nentastkan ke dalam muang
[iighup hukur, Bakan, pete-
gakan hukum yang dilkukan
oleh aparat juga fangan sampal
mengbaikan hak wssl mant-
sl (OVIRTG)

AN
Tah i | Dbt

KOMPAS HENDEA A SETEAWAN

Uslan dan masukan dari Kornas HAM itampilkan pads lyar
monitor st rapat dendar pendapat Romisi 111 DPR yang
thembaias Rancangan Kitab Undang-unding Hukum Acos
Pidama (RKUHAD) di Jukarta, Senin (22/9/2025). Komnas HAM
mengstillan agar kasts-Kasts kefahatan Tuar bisa, seperti
pelanggaran HAVL berul, horupel, dan lerorisme, dikecuallkan
dhard ek keadilan restoratif dlam REUHAR
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